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BAB III 

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT UNI EROPA DI AFRIKA 

A. Hubungan Antara Afrika dan Uni Eropa 

Hubungan antar Afrika dan Uni Eropa merupakan bahasan yang 

tidak bisa ditinggalkan. Kerena dengan memahami hubungan antara 

Afrika dan Uni Eropa berguna utuk memahami motivasi dan tujuan yang 

dimiliki oleh Uni Eropa dalam proses EPA. Penjelasan mengenai 

hubungan antara Afrika dan Uni Eropa akan dibagi dalam dua kelompok 

yaitu masa Lome Convention dan kemudian masa Cotonou Agreement. 

1. Lome Convention 

Asal mula hubungan Uni Eropa dengan negara-negara ACP 

dapat ditemukan dalam keadaan sejarah di antara keduanya yang 

sebagian berdasarkan dari warisan penjajahan. Lome Convention ini 

berperan sebagai media untuk Uni Eropa dalam mempertahankan dan 

memelihara hubungan  ekonomi dengan negara bekas jajahannya.
1
 

Prinsip dan tujuan dasar yang ditetapkan oleh Lome 

Convention dengan hati-hati dan jelas, bertujuan untuk 

mempromosikan pembangunan ekonomi, budaya dan sosial negara-

negara ACP dan Uni Eropa, dengan mengkonsolidasikan hubungan 

mereka dalam semangat solidaritas dan kepentingan bersama.
2
 

Kerjasama ACP dan Uni Eropa ini didasarkan pada prinsip-prinsip 

                                                 
1
 Bretherton. 1977. The European Union as a Global Actor.(Oxford University Press) 

2
 Edwin Carrington. 1987. The Lome Convention: Its significance and relevance to the agenda for 

international economic cooperation. (Trocaire Development Review) 
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dasar kesetaraan antara negara, penghormatan terhadap kedaulatan 

masing-masing negara, dan memperhatikan kepentingan bersama. 

Sejalan dengan prinsip-prinsip ini, Konvensi Lome 

menetapkan agar negara-negara ACP menentukan strategi dan model 

pembangunan mereka sendiri untuk ekonomi dan masyarakat mereka.  

Terlepas dari tujuan dan prinsip mendasar yang dinyatakan 

dengan jelas, pendekatan untuk mencapai hubungan ini, yaitu, antar 

kelompok dan dalam bentuk negosiasi, dan bukan pemberian 

kebebasan yang berkepentingan dari satu kelompok ke kelompok 

lainnya. 

Lome Convention dipuji sebagai sebuah model inovatif dalam 

hubungan North-South, dan pengaturan dialog politik di antara 

negara-negara dengan distribusi kekuatan yang sangat asimetris dalam 

hubungan internasional.
3
 Walaupun pada awalnya Lome Convention 

hanya berkaitan dengan kerjasama perdagangan, perjanjian ini 

kemudian meluas cakupannya menjadi hal-hal yang berkaitan dengan 

hak asasi manusia, huku, ekonomi, dan hak sosial dan budaya serta 

pemerintahan.
4
 

Hubungan perdagangan yang asimetris tercermin dalam 

hubungan yang tidak seimbang dalam dialog politik antara dua 

                                                 
3
 Gayatri Marisca. 2012. Afrika Barat, Afrika Tengah & Afrika Selatan: Kajian Atas Pasar dan 

Politik Domestik, Relevansi Perjanjian Cotonou, dan Marketing Power Diplomasi Piala Dunia 

2010. UI-Press 
4
 ibid 
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kawasan ini.
5
 Kelompok ACP tidak pernah memiliki kekuatan politik 

untuk memberikan pengaruh yang besar dalam kerjasama ini, dan 

kekuatan tawar mereka dalam hal-hal yang dinegosiasikan dengan Uni 

Eropa secara jelas terbatas. 

2. Cotonou Agreement 

Kita tidak bisa menyangkal bahwa kelompok regional yang 

paling berpengaruh bagi integrasi Afrika adalah Uni Eropa. Pasar 

tunggal dan Euro telah menjadi bagian penting dalam pengaruh ini. 

Perkembangan terbaru yang dinilai akan memberikan dampak 

signifikan pada integrasi regional di Afrika adalah proposal Uni Eropa 

untuk menegosiasikan perjanjian kerjasama ekonomi dengan 

komunitas integrasi regional.
6
 

Perkembangan penting di panggung internasional, perubahan 

sosial ekonomi dan politik di negara-negara ACP menyoroti 

kebutuhan untuk memikirkan kembali kerja sama ACP dan Uni Eropa.  

Berbagai tekanan datang dari dalam Uni Eropa sendiri maupun 

pada level global yang menginginkan adanya perubahan dalam 

hubungan Uni Eropa dan negara-negara ACP.
7
 Namun mungkin, 

tekanan terbesar datang dari WTO dengan peraturan sistem 

perdagangan terbuka global. Lome Convention terlihat kontras dengan 

                                                 
5
 Holland, M, The European Union and The World. (2002) 

6
 Gayatri Marisca. 2012. Afrika Barat, Afrika Tengah & Afrika Selatan: Kajian Atas Pasar dan 

Politik Domestik, Relevansi Perjanjian Cotonou, dan Marketing Power Diplomasi Piala Dunia 

2010. UI-Press 
7
 Sophie Powell (Traidcraft: 2007). Economic Partnership Agreement: Building or Shattering 

African Regional Integration. EcoNews Africa dan SEATINI: UK 
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prinsip multilatelarisme, dikarenakan perjanjia ini menawarkan akses 

terhadap barang-barang dari negara tertentu dan mendeskriminasikan 

pihak lain. Maka dari itu, sebuah kelompok regional baru sangat 

dibutuhkan untuk merombak hubungan antara Uni Eropa dengan 

negara-negara ACP. Dan dari sana, dibuatlah sebuah perjanjian baru 

yaitu Cotonou Agreement, dimana negosiasinya dimulai pada bulan 

September 1998. Perundingan ini berhasil dicapai pada awal Februari 

2000.
8
 Cotonou Agreement ini diharapkan dapat mewujudkan 

hubungan timbal balik dalam liberalisasi perdagangan. 

Perjanjian ekonomi yang diajukan Uni Eropa yang meliputi 

pengaturan perdagangan timbal balik secara komprehensif 

diperkirakan akan memberikan dampak terhadap agenda-agenda 

integrasi regional dengan tiga alasan, yaitu:  

a. Posisi Uni Eropa sebagai mitra terbesar Afrika sehingga 

dengan adanya perjanjian perdagangan di antara keduanya 

dapat memberikan dampak yang besar bagi kedua belah 

pihak. 

b. Perjanjian ekonomi mnegharuskan negosiasi dilakukan dan 

diterapkan dalam komunitas ekonomi regional Afrika. 

c. Perjanjian kerjasama ekonomi didasarkan pada timbal 

balik. Hal ini akan menibulkan tantangan baru bagi negara-

                                                 
8
 EC – International Coorperation and Developmen on ACP The Cotonou Agreement. Diakses dari 

https://ec.europa.eu/europeid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-

agreement_en  

https://ec.europa.eu/europeid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en
https://ec.europa.eu/europeid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en
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negara Afrika dan komunitas ekonomi regional yang 

mereka ikuti.
9
 

Dapat kita ketahui bahwa Cotonou Agreement ini merupakan 

simbol evolusi dari kerjasama pembangunan yang dilakukan oleh Uni 

Eropa dan negara-negara ACP.
10

 Perjanjian Cotonou dirancang untuk 

membangun kemitraan komprehensif dengan 3 pilar, yaitu kejasama 

pembangunan, kerjasama politik, dan kerjasama perdagangan. 

B. Economic Partnership Agreemen (EPA)  

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa 

Uni Eropa memberikan akses preferensial unilateral kepada negara-negara 

ACP yang dimulai sejak tahun 1970-an di bawah Lome Convention. 

Dikarenakan Lome Convention  tidak mengharuskan adanya preferensial 

secara timbal balik maka Lome Convention tidak sesuai dengan peraturan 

GATT/WTO.
11

 

Dengan tujuan untuk membawa hubungan perdagangannya dengan 

negar-negara ACP sejalan dengan GATT/WTO, maka Uni Eropa dan 

negara-negar ACP menandatangani perjanjian baru yaitu Cotonou 

Agreement.
12

 Menindak lanjuti dari tiga pilar Cotonou Agreement yaitu 

kerjasama pembangunan, kerjasama politik, dan kerjasama perdagangan, 

                                                 
9
 Economic Commiccion for Africa. Assessing Regional Integration in Africa II. 2006. Diakses 

dari www.uneca.org/sites/default/files/PublicantFiles/aria2_eng.pdf  
10

 Gayatri Marisca. 2012. Afrika Barat, Afrika Tengah & Afrika Selatan: Kajian Atas Pasar dan 

Politik Domestik, Relevansi Perjanjian Cotonou, dan Marketing Power Diplomasi Piala Dunia 

2010. UI-Press 
11

 ibid 
12
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http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicantFiles/aria2_eng.pdf
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maka EPA hadir dengan komponen perdagangan dan komponen kerjasama 

teknis serta finansialnya.
13

 Komponen utama perdagangan dalam EPA 

adalah untuk membangun area perdagangan bebas antara Uni Eropa 

dengan setiap pengelompokkan negosiasi regional EPA.  

Uni Eropa telah menegosiasikan EPA dengan negara-negara ACP 

sejak September 2002. EPA dimaksudkan untuk menjadi "instrumen untuk 

pembangunan" yang mendorong pengurangan kemiskinan, pembangunan 

berkelanjutan, integrasi regional dan integrasi ke dalam ekonomi dunia.
14

 

Melalui EPA ini, Uni Eropa menghilangkan hampir keseluruhan 

hambatan tarifnya dalam waktu singkat. Terlebih, pengaturan EPA 

mempertimbankan level pembangunan dan dampak sosial ekonomi. 

Sebagai hasilnya EPA ini menjadi perjanjian baru yang mengatur 

hubungan antara Uni Eropa dan ACP, namun upaya mereka tidak hanya 

sebatas negosiasi dan membangun area perdagangan bebas, namun juga 

isu yang terkait dan aspek pembangunan. Integrasi bertahap dari negara-

negara ACP merupakan tujuan penting dalam kerjasama ini. Seperti apa 

yang menjadi pilar dalam Cotonou Agreement.
15

  

Tujuan EPA sangatlah ambisius. Pertama, EPA diharapkan menjadi 

alat pengembangan, EPA diharapkan dapat berkontribusi dalam 

membangun pasar regional yang kuat, mendorong perdagangan dan 

investasi, memfasilitasi integrasi ekonomi ACP dalam ekonomi global dan 

                                                 
13

 ibid 
14

 EU CSO. Critical Issues in the EPA Negotiations. 2009. Diakses dari 

http://www.ft.dk/samling/20081/almdel/euu/bilag/555/718662.pdf  
15

 Sophie Powell, loc.cit  

http://www.ft.dk/samling/20081/almdel/euu/bilag/555/718662.pdf
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mendorong reformasi ekonomi yang lebih dalam. Dengan kata lain EPA 

dapat menjadi fasilitas untuk Afrika dalam perdagangan inta-regional. 

Kedua, EPA dimaksudkan untuk memastikan akses pasar yang tidak 

terbatas, segera dan sepenuhnya diliberalisasi ke pasar UE untuk barang 

dan jasa dari negara-negara ACP. Juga untuk memberikan akses pasar 

barang-barang Eropa dan penyedia layanan yang signifikan ke pasar 

Afrika dari waktu ke waktu. Ketiga, EPA akan membantu mengatasi 

masalah keanggotaan yang tupang tindih. Serta EPA akan membawa 

investasi yang diperlukan untuk integrasi regional Afrika.
16

  

Akhirnya, semua ini diharapkan menciptakan momentum baru 

dalam hubungan ACP-EU dengan meninggalkan paradigma bantuan 

terhadap strategi berbasis model bisnis. Tapi prosesnya terbukti jauh lebih 

sulit dari yang diperkirakan dan seiring berjalannya waktu, dan tingkat 

ambisi meleleh. 

Secara garis besar, terdapat beberapa prinsip dasar EPA, antara 

lain
17

: 

1. Instrumen pembangunan 

EPA harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan 

yang berkontribusi pada promosi integrasi negara-negara ACP 

secara bertahap dan lancar dalam ekonomi dunia dengan 

menghormati pilihan politik dan prioritas pembangunan 

mereka. Dalam konteks ini, pihak Eropa dan ACP sepakat 

                                                 
16

 Sphie Powell, loc.cit. 
17

 EUbusiness: Economic Partnership Agreements (EPAs) principles and objectives. 2007. 

Diakses dari www.ebusiness.com/topics/trade/epa-principles/  

http://www.ebusiness.com/topics/trade/epa-principles/
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bahwa EPA berkontribusi langsung pada pengembangan 

negara-negara ACP. EPA harus membantu negara-negara ACP 

untuk memperluas pasar dan meningkatkan prediktabilitas dan 

transparansi kerangka hukum yang mengatur perdagangan. 

Sehingga menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan 

investasi dan mobilisasi inisiatif sektor swasta dan 

memperbaiki kapasitas pasokan negara-negara ACP. Untuk 

tujuan ini, EPA harus mempertimbangkan batasan ekonomi, 

sosial, lingkungan dan struktur yang spesifik untuk setiap 

negara bagian dan wilayah ACP, serta kapasitas mereka untuk 

menyesuaikan ekonomi mereka dengan proses EPA. EPA juga 

harus mengikuti panduan pengembangan negara dan wilayah 

yang bersangkutan. Selain itu, mereka harus berkelanjutan 

secara ekonomi dan sosial. 

2. Integrasi regional 

EPA harus mendukung inisiatif integrasi regional yang 

ada di negara-negara ACP dan tidak mengkompromikannya. 

Oleh karena itu, mereka harus didasarkan pada tujuan integrasi 

daerah yang bersangkutan. EPA juga harus berkontribusi pada 

penguatan integrasi regional, antara lain, harmonisasi peraturan 

di tingkat daerah. Dalam perspektif ini, EPA pertama-tama 

harus membantu mengkonsolidasikan pasar ACP sebelum 

mempromosikan integrasi komersial dengan Komisi Eropa. 
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3. Pemeliharaan dari akuisisi 

Kedua belah pihak sepakat bahwa EPA mempertahankan 

dan memperbaiki tingkat akses preferensial ekspor ACP ke 

pasar Eropa. Mengenai protokol komoditas, kedua belah pihak 

sepakat untuk mengkaji ulang dalam konteks perjanjian 

perdagangan baru terutama dari sudut pandang kompatibilitas 

mereka dengan peraturan WTO. 

4. Kompatibilitas dengan peraturan WTO 

Kesepakatan telah dicapai mengenai fakta bahwa EPA 

seharusnya sesuai dengan peraturan WTO yang berlaku dan 

bahwa mereka harus mempertimbangkan sifat evolusioner dari 

peraturan yang relevan terutama dalam kerangka pembangunan. 

Kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama secara erat 

dalam kerangka perundingan WTO dengan tujuan untuk 

mempertahankan kesepakatan yang disepakati terutama 

mengenai tingkat fleksibilitas yang diperoleh pada saat itu.  

C. Negosiasi Economic Partnership Agreement 

Setelah EPA secara resmi diluncurkan pada tanggal 27 September 

2002, negosiasi EPA telah disusun melalui dua tahap utama. Tahap 

pertama negosiasi, yang dilakukan sampai bulan September 2003, 

berlangsung antara Uni Eropa dan negara-negara ACP secara keseluruhan. 

Tujuannya adalah untuk menentukan format, struktur dan prinsip untuk 

negosiasi. Setelah tahap awal perundingan ini (terutama terdiri dari 
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pertukaran pandangan dan klarifikasi dari kedua belah pihak) di semua 

tingkat ACP dengan Uni Eropa, tahap kedua negosiasi dimulai di tingkat 

regional. Perundingan ini dimaksudkan untuk membangun dan mendorong 

proses integrasi regional dari pengelompokan ACP. 

1. Tahap pertama negosiasi EPA 

Tahap pertama dari negosiasi EPA, di mana isu isu 

negara serta penentuan format, struktur dan prinsip untuk 

negosiasi dibicarakan, berlangsung selama satu tahun sampai 

dengan September 2003. Negara-negara ACP percaya bahwa 

tahapan pertama itu penting dalam membentuk kerangka 

bersama dalam isu-isu yang akan muncul. Dan nantinya dapat 

memberikan panduan yang mengikat. Namun berbeda dengan 

pandangan Uni Eropa yang meyakini bahwa panduan dan 

prinsip unmum yang dibutuhkan telah terdapat dalam Cotonou 

Agreement.  

Karena berbagai alasan, negosiator Komisi Eropa dan 

ACP dalam banyak kasus tidak dapat mencapai pemahaman 

dan pendekatan bersama mengenai landasan pengaturan 

perdagangan baru, terutama, dan cukup mengejutkan, pada 

komponen pembangunan dan regionalisme.
18

 Sebuah ilustrasi 

yang baik, namun mencolok dalam hal ini adalah perbedaan 

mendasar antara pihak-pihak yang bernegosiasi dalam hal 

                                                 
18

 Sanoussi Bilal dan Corinna Braun-Munzinger (ECDPM). EPA Negotiations and regional 

integration in Africa: Building or stumbling blocs. 2013. Diakses dari: http://ecdpm.org/wp-

content/uploads/2013/11/EPA-Negotiations-Regional-Integration-Africa-2008.pdf  

http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/EPA-Negotiations-Regional-Integration-Africa-2008.pdf
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/EPA-Negotiations-Regional-Integration-Africa-2008.pdf
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pendekatan mereka terhadap pembangunan. Bagi Uni Eropa, 

EPA akan mendorong pembangunan terutama melalui 

liberalisasi perdagangan dan penciptaan kerangka kebijakan 

yang tepat untuk menarik investasi. Selain itu, dengan 

membangun proses integrasi regional ACP, EPA harus 

berkontribusi terhadap pembentukan pasar regional yang efektif 

di ACP, sehingga menarik dan merangsang investasi dalam dan 

luar negeri, sebuah kondisi penting untuk pembangunan 

berkelanjutan.  

Sementara sebagian besar negara ACP setuju dengan 

Uni Eropa mengenai peluang pengembangan yang ditawarkan 

oleh EPA, sementara mereka cenderung mempertimbangkan 

liberalisasi perdagangan dan integrasi regional jika diperlukan, 

namun jauh dari memadai, kondisi untuk mendorong 

pembangunan dan mengurangi kemiskinan.  

Dari perspektif ACP, EPA juga harus disertai dengan 

dukungan keuangan yang disusun dengan tepat untuk 

mengatasi kendala sisi penawaran serta langkah-langkah untuk 

mengurangi biaya. Dukungan semacam itu harus mengikat, 

dapat diprediksi dan tersedia selain dari European Development 

Fund, meski dengan cara yang lebih fleksibel. Sementara 

Komisi Eropa mengakui batasan struktural dan kelembagaan 

yang menghambat kapasitas produksi dan perdagangan ACP, 
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namun mereka enggan membahas masalah ini dalam sesi 

negosiasi EPA, dengan alasan bahwa yang terakhir hanya 

menyangkut masalah perdagangan dan perdagangan, dan bukan 

pembiayaan pembangunan, yang sudah ditutup oleh EDF 

berdasarkan Cotonou Agreement dan dilengkapi oleh kerja 

sama bilateral Uni Eropa.
19

 

Di akhir tahap pertama, baik Uni Eropa dan ACP setuju 

bahwa diskusi mengenai isu bersama akan dilanjutkan ke tahap 

kedua bersamaan dengan negosisasi EPA di tingkat regional. 

2. Tahap kedua negosiasi EPA 

Tahap kedua dalam negosiasi EPA dimulai dari bulan 

Oktober 2003, antara Uni Eropa dengan masing-masing 

pengelompokan regional ACP. Kelompok-kelompok regional 

yang telah melakukan negosiasi bilateral dengan Uni Eropa 

antara lain
20

: 

a. Afrika Tengah melalui Economic Community of 

Central African States (ECCAS)/Communaute 

Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEMAC), yang melakukan negosiasi sejak 

Oktober 2003. 

                                                 
19

 ibid 
20
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b. Afrika Barat melalui Economic Community of West 

African States (ECOWAS), melalukan negosiasi 

sejak Oktober 2003. 

c. Afrika Timur dan Selatan melalui East and 

Southern Africa (ESA), melakukan negosiasi sejak 

Februari 2004. 

d. Caribbean melalui Caribbean Forum of ACP States 

(CAIFORUM), melakukan negosiasi sejak April 

2004. 

e. Afrika Selatan melalui Southern African 

Deveopment Community (SADC) melakukan 

negosiasi sejak Juli 2004 

f. Pacific ACP States melakukan negosiasi sejak 

September 2004. 

 Laporan akan kemajuan dari diskusi di tingka regional 

ini diadopsi pada pertemuan ACP-EU Ministrial Negotiating 

pada oktober 2003. Joint declaration dan laporan ini dimulai 

dengan ACP Council of Ministers yang menyetujui mekanisme 

untuk menghubungkan antara seluruh tahap satu negosiasi 

dengan tahap dua negosiasi. Join declaration menekankan 

pada hasil yang memuaskan dari tahap I dengan adanya 

pencapaian konfergensi yang tinggi. 
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Tindakan Council of Ministers dapat berupa keputusan, 

atau rekomendasi. Council of Ministers mengadakan 

pertemuan yang bertanggung jawab untuk wilayah yang 

berbeda. 

ACP Council of Ministers dan EC Commissioners for 

Trade and Development mengadopsi sebuah laporan bersama  

dan menyatakan kepuasannya mengenai tingkat konvergensi 

yang tinggi. Mereka selanjutnya setuju untuk melanjutkan 

diskusi di tingkat ACP-EC secara horizontal dan isu-isu lain 

yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
21

 Mereka 

memutuskan bahwa laporan gabungan tersebut akan menjadi 

acuan, dan memberikan panduan dalam perundingan yang 

dilakukan di tingkat regional. Kedua belah pihak juga sepakat 

untuk bekerja lebih jauh bersama-sama dengan maksud untuk 

memastikan transparansi dan koherensi keseluruhan proses 

negosiasi. Untuk itu, mereka mengusulkan untuk 

membentuk
22

: 

a. Ministerial Trade Committee (MTC) yang 

merupakan satuan tugas menteri perdagangan (total 

                                                 
21

 ACP-EC/JMTC. Joint Report on the State of Regional EPA Negotiations. 2004. Diakses dari 

http://www.europarl.europa.eu/metdocs/2004_2009/documents/dv/405b-04-ep_/405b-04-

ep_en.pdf  
22

 ACP: Council of Ministers. Diakses dari: www.acp.int/content/council-mnisters dan Sanoussi 

Bilal dan Corinna Braun-Munzinger (ECDPM). EPA Negotiations and regional integration in 

Africa: Building or stumbling blocs. 2013. Diakses dari: http://ecdpm.org/wp-

content/uploads/2013/11/EPA-Negotiations-Regional-Integration-Africa-2008.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/metdocs/2004_2009/documents/dv/405b-04-ep_/405b-04-ep_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/metdocs/2004_2009/documents/dv/405b-04-ep_/405b-04-ep_en.pdf
http://www.acp.int/content/council-mnisters
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/EPA-Negotiations-Regional-Integration-Africa-2008.pdf
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/EPA-Negotiations-Regional-Integration-Africa-2008.pdf
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18, tiga per wilayah) yang bertanggung jawab untuk 

melakukan, mengkoordinasikan dan memantau 

perundingan perdagangan tertentu.
23

 

b. ACP Follow-up Mechanism yang bekerja untuk 

memastikan sirkulasi informasi antar kawasan 

dalam berbagai proses negosiasi. Bentuk dari 

tindakan badan ini berupa saran yang mengikat. 

Badan ini terdiri dari perwakilan dari enam 

kawasan melalui organisasi regional, sekertaris 

umum, Troika dari Committee of Ambassadors, dan 

perwakilan dari High Level Group of Experts.
24

 

c. ACP-EC Technical Monitoring Committee yang 

bekerja untuk memastikan aliran informasi yang 

bebas untuk mendukung dialog antara 

pengelompokan regional di ACP.
25

 

D. Perkembangan Negosiasi EPA di Afrika 

Setelah lebih kurang sembilan tahun negosiasi EPA ditargetkan 

untuk dapat dicapai dan lebih dari 14 tahun negosiasi tersebut 

didiskusikan, ternyata negosiasi ini masih jauh dari kata usai. Alasan 

mengapa Uni Eropa harus memperpanjang negosiasi ini dikarenakan 

beberapa negara dalam kawasan regional enggan meratifikasi perjanjian 

                                                 
23

 Gayatri Marisca. 2012. Afrika Barat, Afrika Tengah & Afrika Selatan: Kajian Atas Pasar dan 

Politik Domestik, Relevansi Perjanjian Cotonou, dan Marketing Power Diplomasi Piala Dunia 

2010. UI-Press 
24

 ibid 
25
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ini. Negosiasi EPA ini telah menghabiskan energi yang sangat besar dari 

antara negara-negara Uni Eropa dan Afrika. Pada dasarnya EPA telah 

disetujui pada tahun 2000, ketika Cotonou Agreement menggantikan Lome 

Convention. Yang secara fundamental mengubah hubungan komersial 

antara Uni Eropa dan negara-negara ACP yang sedang berkembang. 

Tetapi jika negara-negara Afrika menerima perubahan prinsip 

tersebut, menyadari bahwa hal itu sangat sulit, terjun ke dalam perairan 

dingin perdagangan bebas merupakan hal yang terlalu menakutkan bagi 

negara-negara berkembang di ACP. Jadi, bahkan setelah lebih dari satu 

dekade perundingan tersebut secara terus menerus dilakukan, hasilnya 

tidak mengesankan. Hanya 30 dari 76 negara ACP menerapkan EPA. Pada 

tahun 2008, EPA ditandatangani oleh 15 negara Karibia melalui 

CARIFORUM. Di Pasifik hanya dua negara, Papua Nugini dan Fiji, yang 

menandatangani.
26

 

Seperti yang terjadi di Afrika Barat melalui ECOWAS. Dari 16 

negara yang tergabung dalam kelompok regional ini, hanya dua 

diantaranya yang menunjukkan ketertarikan untuk meratifikasi perjanjian 

ini. Mengingat bahwa perjanjian tersebut memerlukan persetujuan dari 

semua anggota negara agar perjanjian tersebut menjadi efektif. Hal ini 

jelas menjadi problematik bagi kedua negara yang ikut mempromosikan 

perjanjian ini.
27
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Sama halnya denan Afrika Timur melalui EAC. Setelah satu 

dekade dari negosiasi formal dimulai atas EPA yang diusulkan Uni Eropa 

dengan AEC, perundingan telah menemui jalan buntu dan menunjukkan 

sedikit tanda untuk dipecahkan. Meskipun perundingan secara resmi 

selesai pada bulan Oktober 2014, dengan tujuan agar semua negara bisa 

menandatangani perjanjian pada bulan Juli 2016, namun hanya dua negara 

anggota yang telah berkomitmen.
28

 Kemudian pada tanggal 2 Februari 

2017, EAC sekali lagi melewatkan batas waktu untuk menandatangani 

perjanjian tersebut bahkan setelah diperpanjang dari bulan Oktober 2016 

untuk memunkinkan negara anggota EAC menyusun konsultasi data 

mengenai dampak domestiknya. Sementara Kenya dan Rwwanda 

menandatangani perjanjian tersebut pada bulan September 2016. EAC 

mewajibkan semua negara untuk menandatangani sebelum EPA 

mempengaruhi kekuatan politik di negara-negara anggota yang lain seperti 

Burundi, Uganda, dan Tanzania. Keberatan Burundi jelas dan sederhana: 

Presiden Pierre Nkurunziza tidak akan menandatangani perjanjin tersebut 

sampai Uni Eropa mencabut sanksi yang diberlakukannya karena 

kekuasaan inkonstitusionalnya yang berkuasa pada tahun 2015. Namun 

Tanzania, di bawah Presiden John Magufuli telah memperingatkan bahwa 

EPA akan membuka pintu untuk gelombang impor Uni Eropa yang akan 
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menghancurkan industri Tanzania sendiri yang terbilang masih kecil. 

Yoweri Museveni dari Uganda juga menentang perjanjian tersebut. 
29

 

Di Afrika Timur dan Selatan yang terdiri dari Mauritius, 

Madagaskar, Seychelles dan Zimbabwe, EPA mulai berlaku pada tahun 

2012. Sedangkan di Afrika Tengah, EPA telah diimplementasikan pada 

tahun 2014, namun hanya dengan satu negara Afrika saja yaitu Kamerun.
30

 

EPA mulai berlaku pada tahun 2016 dalam blok regional SADC 

setelah mengakhiri perundingan pada tahun 2014. Walaupun sebenarnya 

hanya enam dari 15 negara bagian SADC, yaitu Afrika Selatan, Botswana, 

Lesotho, Namibia, Swaziland dan Mozambik, yang memberlakukan EPA 

tersebut. 

Mencoba untuk menentukan manfaat bersih dari kesepakatan yang 

sangat kompleks seperti ini sulit dilakukan. Tentu saja persyaratan 

perdagangan EPA kurang menguntungkan bagi EAC daripada kesepakatan 

perdagangan non-timbal balik dari Lome Convention.
31

 Tapi apa boleh 

buat, Lome sendiri merupakan perjanjian yang bertentangan dengan aturan 

pasar bebas WTO. Dan mau tidak mau hubungan antara Uni Eropa dan 

Afrika diperbarui melalui EPA ini. Namun tampaknya, EPA meregangkan 

batas perlakuan setara sejauh mungkin, dan memunculkan hubungan yang 

asimetris. 
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Dalam laporan tahun 2014, Komisi Eropa mengklaim bahwa akses 

yang disempurnakan ke pasar Uni Eropa yang besar akan memicu ledakan 

ekonomi di EAC, tidak terkecuali dengan menarik investor untuk 

memanfaatkannya.
32

 

Tapi tentu saja ekonomi Uni Eropa dan negara-negara Afrika juga 

sangat asimetris dalam kekuatan. Dan begitu banyak pemerintah dan 

industrialis Afrika masih percaya bahwa Uni Eropa menggertak mereka 

untuk membuka pasar mereka. Magufuli berbicara pada banyak dari 

mereka di bulan Februari saat dia mencap EPA sebagai 'sebuah bentuk 

kolonialisme'.
33

  

Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afrika baru 

saja menghasilkan sebuah laporan kontroversial yang berpendapat bahwa 

EPA akan mengekspos industri EAC ke kompetisi Uni Eropa yang tidak 

dapat mereka tahan, dan akan mengunci posisi daerah tersebut sebagai 

eksportir komoditas bernilai tambah rendah belaka.
34

 

Terdapat beberapa isu besar dalam negosiasi EPA dan salah satu di 

antaranya yang menjadi pertimbangan yang cukup sulit adalah pajak 

ekspor. Namun, dalam hal itu Afrika menegosiasikan ketentuan yang 

memungkinkan mereka mengenakan pajak ekspor sementara di masa 

depan jika mereka meminta mereka untuk mengembangkan industri lokal, 

meningkatkan pendapatan, melindungi lingkungan atau meningkatkan 
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keamanan pangan. Dalam hal ini pula, EPA juga membuat ketentuan bagi 

negara-negara Afrika untuk menetapkan tarif untuk melindungi industri-

industri kecil, atau menghentikan lonjakan impor Uni Eropa, dan juga 

mengidentifikasi subsektor yang ingin mereka lindungi.
35

 

Sebenarnya, apabila EAC menggunakan EPA secara taktik, maka 

mereka akan mendapatkan keuntungan yang seimbang. Seperti apabla 

terjadi lonjakan impor Uni Eropa maka EAC bisa secara mudah meminta 

untuk menghentikan lonjakan tersebut. Tapi sepertinya hal tersebut sulit 

untuk dapat terjadi, terutama karena alasan politik. Perlawanan dari 

mereka yang menentang jelas berkembang dan perpecahan di antara 

anggota EAC semakin melebar. Semua ini adalah berita buruk terutama 

untuk Kenya, karena menghadapi akses yang berkurang ke pasar Uni 

Eropa yang menguntungkan.
36

 

EPA memungkinkan semua anggota untuk saling memberi 

masukan dari satu sama lain untuk bersama-sama menikmati akses bebas 

ke Uni Eropa. Ketentuan ini, jika benar dieksploitasi, dapat meningkatkan 

daripada menghambat integrasi regional. Tetapi jangan lupa bahwa 

anggota EAC, seperti negara-negara ACP lainnya, memiliki akses bebas 

satu arah ke pasar Uni Eropa selama lebih dari 40 tahun, tanpa mengalami 

sesuatu yang dekat dengan revolusi industri. Itu saja yang mengisyaratkan 

sudah saatnya mencoba sesuatu yang berbeda.
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